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PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS

EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DI

Menimbang

Mengingat

LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420
dan Pasal 421 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga
kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan
Kepegawaian Negara;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.1436

10.

11.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang
Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011
tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi
Birokrasi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013
tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah
tiga kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS EVALUASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dl
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara ini wajib
dipedomani evaluator di lingkungan Inspektorat Badan Kepegawaian
Negara sebagai acuan dalam melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2013

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA,

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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